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ABSTRACT 

 Collaborative governance is an arrangement consisting of one or more 

public institutions, where these institutions are directly involved with stakeholders 

outside the government or the state that are oriented towards consensus and 

deliberation which aim to make or implement public policies and public 

programs. In this case collaborative governance can become a policy urgency for 

the protection of tourist safety. Seeing the number of tourism accidents that have 

occurred in Indonesia in the last four years has continued to increase. This is due 

to weak safety standards and emergencies, to the lack of provision of safety 

equipment on tours. So to minimize the number of accidents or victims that occur, 

managers of tourist attractions based on the World Tourism Code of Ethics 

(GCET) must work together to provide safety protection, as well as the condition 

and quality of tourism services to tourists. 
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ABSTRAK  

Collaborative governance yaitu sebuah pengaturan yang terdiri dari satu atau 

lebih  lembaga publik,dimana lembaga tersebut secara langsung terlibat dalam 

pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara yang berorientasi pada 

konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan 

kebijakan publik serta program-program publik. Dalam hal ini collaborative 

governance dapat menjadi suatu urgensi kebijakan untuk perlindungan 

keselamatan wisatawan. Melihat Jumlah angka kecelakaan pariwisata yang terjadi 

di Indonesia dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal 

tersebut disebabkan oleh lemahnya standar keselamatan dan keadaan 

darurat,hingga kurangnya penyediaan ala-alat keselamatan pada wisata Sehingga 

untuk meminimalisir terjadinya jumlah angka kecelakaan atau korban yang terjadi 

maka pengelola tempat wisata berdasarkan Kode Etik Kepariwisataan Dunia 

(GCET) harus bersinergi untuk memberikan perlindungan keselamatan,serta 

kondisi dan kualitas jasa wisata kepada wisatawan. 

Kata kunci : Collaborative Governance,Perlindungan Keselamatan 
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